BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 400/ 200 /Kpts/ BPT-PS/ 2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BELANJA HIBAH UANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA

Menimbang

Mengingat

NIRLABA, SUKARELA BERSIFAT SOSIAL KEMASYARAKATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

bahwa untuk tertibnya administrasi pengelolaan belanja hibah
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, dan
dalam rangka untuk mempercepat penyaluran belanja hibah
sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023,
perlu ditetapkan penerima belanja hibah Tahun Anggaran
2023;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Penetapan Penerima Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan
Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan,;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) sebaaimana telah beberapa kali diubah terakir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan
Daerah Tinkat Il Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera tentang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755)-;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang hibah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukn Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah,

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun
2022 tentang Pengelolan Keuangan Daerah,;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023;

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 149 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta
Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Penetapan Penerima Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga
Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Belanja Hibah Uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
tidak boleh diperuntukan oleh penerima hibah untuk biaya
pengurusan dan transportasi serta tidak dapat dipindahkan ke
kegiatan lain yang tidak sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah
(NPHD).

Penerima hibah menyampaikan laporan pertanggungjawaban hibah
kepada Bupati melalui SKPD terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari
setelah kegiatan selesai.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, Dokumen
Pelaksana Anggaran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal b Februari 2023
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